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ABSTRAK
Article argues that foreign policy can be product of complex interrelation between agent and structure. It uses Indonesian foreign policy on the US military deployment in Darwin, Australia, as a case study. There is contracdition between opinion on parlement and executive on this issue. The parlement argues that military base in Darwin will threathen Indonesia’s national unity; while the executive sees it not as a threat. By using constructivist approach, the writer argues that Indonesian government does not see the US military base as a threat due to “friendly” relationship between them. The culture of friendly relationship creates collective identity on international security that end up on supporting policy by Indonesian government. 
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Tulisan ini berargumen bahwa politik luar negeri bisa jadi produk interrelasi kompleks antara agen dan struktur. Kasus yang digunakan adalah kebijakan luar negeri Indonesia dalam menyikapi penempatan pasukan marinir Amerika di Darwin, Australi. Ada dua pendapat di dalam negeri yang saling bertentangan. Parlemen menolak dengan alas an dapat mengancam integrasi nasional, sedangkan pihak eksekutif berpendapat sebaliknya. Tulisan ini menggunakan perspektif konstruktivis untuk analisa kasus tersebut. Tesis dasar tulisan ini adalah pemerintah Indonesia tidak mempersepsikan keberadaan pangkalan marinir di Darwin sebagai ancaman karena kultur ‘persahabatan’ hubungan bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat. Kultur ‘persahabatan’ menghasilkan identitas kolektif kedua negara dimana keduanya memiliki kesamaan kepentingan dalam konteks keamanan internasional. Alih-alih menentang, pemerintah Indonesia malah mendukung keberadaan pangkalan itu.
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Pendahuluan

Kebijakan Amerika Serikat (AS) menempatkan pasukan marinir di Darwin, Australia pada tahun 2011 lalu menjadi tantangan bagi politik luar negeri Indonesia. Tantangan itu berkaitan dengan bagaimana Indonesia dengan prinsip ‘bebas-aktif’ yang diterjemahkan oleh Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa sebagai ‘keseimbangan dinamis’ menyikapi kehadiran pasukan asing di dekat kedaulatan teritorial Indonesia. Gagasan ini menyiratkan penolakan terhadap dominasi oleh satu kekuatan di suatu kawasan dan mendorong kerjasama lintas sektoral yang lebih positif (Cullum 2010). Doktrin Natalegawa harus ditempatkan sebagai pelepasan (disengagement) kekuatan-kekuatan militer asing di kawasan Asia Pasifik (Pattiradjawane 2010). Oleh karena itu, amat masuk akal apabila penempatan marinir AS di Darwin dianggap bertentangan dengan logika ‘keseimbangan dinamis’.

Respon publik Indonesia sendiri terhadap kebijakan AS itu cenderung negatif. Salah satu alasan utama mengapa pemerintah harus memprotes kebijakan itu adalah isu Papua. Menurut kelompok anti kebijakan itu, pangkalan AS di Darwin akan berpotensi mengancam integritas nasional Indonesia karena AS pasti akan campur tangan mengenai masalah Papua. Mereka juga berpendapat bahwa kepentingan AS adalah mengamankan Freeport, perusahaan tambang emas asal AS. Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengatakan bahwa kehadiran pasukan AS di Australia bisa menimbulkan ketegangan bagi situasi di Papua bakan di ASEAN (Suara Pembaruan Online 2011). Ketua DPP Partai Hanura Yuddy Chrisnandi menilai keputusan AS menempatkan pangkalan militer di Darwin bukan semata-mata ditujukan untuk membendung pengaruh China atau mengantisipasi konflik Laut Cina Selatan, melainkan menyangkut kepentingan geopolitik jangka panjang (Kompas Online 2011). Hikmahanto Juwana menyayangkan sikap pemerintah yang tidak kritis dan terkesan meremehkan meremehkan penempatan pasukan AS (Detik Online 2011). Singkatnya, banyak kalangan di lingkaran luar elit pembuat keputusan mempersepsi bahwa kebijakan AS tersebut berpotensi mengancam Indonesia.

Persepsi pemerintah bertolak belakang dengan skeptisisme tersebut. Menurut pemerintah, kehadiran pasukan AS di Darwin bukan ancaman bagi Indonesia. Juru bicara kepresidenan bidang luar negeri, Teuku Faizasyah, mengatakan bahwa, “Indonesia memiliki kerja sama dalam mekanisme kemitraan strategis baik dengan AS maupun Australia, sehingga atas kerja sama itu, maka kehadiran militer AS di Australia tidak akan mengancam kedaulatan Indonesia” (Republika Online 2011).  Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa, mengatakan Indonesia menilai ada potensi manfaat yang dapat dipetik dari keberadaan pasukan itu, yakni dalam menanggapi sejumlah tantangan seperti tanggap bencana alam (Vivanews 2011). Kementerian Pertahanan menegaskan Indonesia justru diuntungkan sebab bisa menjalin latihan bersama dengan kehadiran militer AS di Darwin itu (Republika Online 2011). Kalangan militer juga menilai keberadaan pasukan marinir AS di Darwin tidak terkait perkembangan ekskalasi di Papua dan kepentingan AS untuk melindungi perusahaan tambang asal AS, PT. Freeport Indonesia (Kompas Online 2011). Tampaknya, pemerintah memiliki logika tersendiri dalam melihat kebijakan AS tersebut.

Pertanyaannya kemudian adalah: mengapa pemerintah mempersepsikan keberadaan pangkalan militer AS di Darwin bukan sebagai ancaman? Perspektif realis kurang memadai dalam menjelaskan masalah itu karena realis memandang bahwa konsepsi ancaman bersifat obyektif. Ancaman bersumber dari realitas yang terpisah dari aktor. Ketika suatu negara meningkatkan anggaran pertahanan, membeli persenjataan, menambah pasukan, atau melakukan manuver-manuver militer lainnya, maka secara otomatis hal itu akan dipandang sebagai ancaman. Negara umumnya akan melakukan upaya yang sama untuk mengantisipasi dampak negatif dari tindakan-tindakan negara lain. Dalam situasi ini, negara terjebak dalam dilema keamanan. Argumen realis tampaknya tidak terlalu relevan untuk menjelaskan anomali sikap pemerintah Indonesia terhadap kenyataan bahwa keberadaan pangkalan AS di Australia itu hanya berjarak 820 kilometer dari Indonesia. Jika mengacu pada premis kaum realis, maka keberadaan pangkalan AS itu sudah cukup mengancam Indonesia. Akan tetapi respon pemerintah ternyata berkebalikan dengan tesis realis itu. Alih-alih merasa terancam, pemerintah justru menganggap produktif keberadaan militer AS di dekat wilayah Indonesia. 

Untuk menjawab persoalan tersebut, tulisan ini akan memakai perspektif konstruktivis yang melihat bahwa konsep ancaman tidak bersifat obyektif, melainkan subyektif yakni berada dalam pikiran aktor. Mengancam atau tidak itu bukan ditentukan oleh realitas material di luar sana, tetapi oleh pemaknaan aktor terhadap realitas tersebut. Konstruktivis melihat bahwa faktor-faktor sosial seperti identitas berperan penting dalam membentuk pemaknaan aktor terhadap lingkungannya. Tesis dasar tulisan ini adalah persepsi pemerintah yang tidak menganggap penempatan marinir AS di Darwin sebagai ancaman karena kultur hubungan Indonesia-AS menganut logika ‘persahabatan’ yang masing-masing saling mempersepsikan sebagai ‘sahabat’. Logika ‘persahabatan’ itu berimplikasi pada kolektivitas antara Indonesia dan AS sehingga melahirkan kesamaan kepentingan dan kerjasama dalam banyak isu internasional. Karena Indonesia menganggap AS adalah ‘sahabat’, maka penempatan marinir di Darwin tidak dianggap sebagai ancaman.

Tulisan ini akan mengikuti sistematika sebagai berikut. Bagian pertama, akan membahas konstruktivisme sebagai sebuah perspektif untuk menjelaskan perilaku negara. Bagian ini memfokuskan pada konsep intersubyektivitas dan identitas kolektif sebagai basis kebijakan luar negeri. Bagian kedua, akan menganalisis studi kasus sikap Indonesia terhadap penempatan pasukan marinir Amerika di Darwin. Bagian ini memfokuskan proses pewacanaan timbal-balik Indonesia-AS yang memproduksi kultur ‘persahabatan’ dan identitas kolektif kedua negara sehingga berimplikasi pada kesamaan kepentingan. Bagian ketiga, adalah penutup berisi kesimpulan dan saran penelitian lebih lanjut.

Konstruktivisme: Sebuah Kerangka Teoritis

Konstruktivisme sejatinya adalah teori hubungan internasional, bukan teori politik luar negeri. Seperti halnya neorealis, konstruktivisme berupaya menjelaskan interaksi antarnegara, bukan perilaku negara individual. Akan tetapi, dalam perkembangannya konstruktivisme ternyata berguna untuk memahami tindakan satu negara. Satu hal paling fundamental yang membedakan pendekatan ini dari pendekatan-pendekatan yang lain adalah penekanan pada aspek nonmaterial yang mendasari interaksi antar negara. Hal ini berbeda dengan realis dan neoliberal yang menempatkan aspek material sebagai faktor yang paling menentukan perilaku negara. Dengan demikian, konstruktivisme memandang hubungan internasional sebagai hubungan sosial yang tidak melulu ditentukan oleh faktor material, tetapi faktor gagasan juga penting.

Konstruktivisme merupakan sebuah cara pandang yang melihat dunia material membentuk dan terbentuk oleh tindakan dan interaksi manusia yang dipengaruhi oleh struktur normatif dan interpretasi manusia terhadap dunia material tersebut (Adler 1997, 322). Dari asumsi ini, dapat disimpulkan bahwa konstruktivis sama sekali tidak menolak eksistensi dunia material yang bersifat kasat mata. Akan tetapi arti penting atau signifikansi dunia material sepenuhnya tergantung pada bagaimana aktor memaknainya. Menurut Alexander Wendt (1995, 73), tindakan negara ditentukan oleh struktur sosial, bukan struktur material semisal keseimbangan kekuatan yang dimaknai sebagai distribusi kapabilitas material antar negara. Struktur sosial ini meliputi tiga elemen: intersubyektivitas, sumber daya material, dan praktik atau wacana. Pertama, intersubyektivitas adalah pemahaman bersama (shared understanding) antaraktor. Kedua, sumber daya material yang dimaksud adalah supaya sumberdaya itu memberikan pengaruh bagi tindakan negara, maka diperlukan pemaknaan. Ketiga, praktik atau wacana dimaknai sebagai proses definisi dan redefinisi struktur sosial tersebut. Artinya, perilaku aktor akan berimplikasi pada penguatan atau pelemahan struktur sosial. 

Perilaku negara sangat ditentukan oleh konteks sosial yang sedang dihadapi negara bersangkutan. Aktor menjalin relasi dengan aktor lain menggunakan media norma dan praktik. Ketiadaan norma akan menghilangkan makna dari tindakan itu sendiri. Norma akan membentuk identitas yang akan berimplikasi pada tindakan negara. Negara lain akan menafsirkan identitas tersebut, baru kemudian merespon tindakan negara itu (Hopf 1998, 173). Aspek ‘ideasional’ dari suatu struktur sosial tidak hanya eksklusif pada aktor individual. Struktur sosial merupakan produk dari saling pengertian atau persepsi antar aktor yang membentuk ‘kultur’ hubungan internasional (Wendt 1999, 141). Struktur sosial itulah yang menentukan apakah suatu hubungan antar negara bisa dikategorikan sebagai hubungan ‘permusuhan’ atau ‘persahabatan’. Butuh lebih dari satu individu negara untuk menciptakan struktur sosial seperti itu agar hubungan antar negara dapat dimaknai. Pemahaman intersubyektivitas, dengan demikian, lebih dari sekedar kumpulan dari keyakinan individu-individu (Klotz & Lynch 2007, 7-8).

Hubungan kerjasama antar negara bisa muncul dari kultur hubungan internasional ‘Kantian’ atau persahabatan (friendship). Logika persahabatan muncul ketika masing-masing aktor yang terlibat interaksi memaknai satu sama lain sebagai ‘teman’ atau ‘sahabat’. Jika logika itu mendasari interaksi antarnegara, maka identitas yang terbentuk adalah identitas kolektif. Identitas kolektif mengimplikasikan relasi yang dibangun atas dasar kepentingan bersama (shared interest). Struktur intersubyektivitas membantu menentukan derajat identitas kolektif antar negara (Wendt 1994, 389). Semakin positif identifikasi antara satu negara dengan negara lain, maka semakin tinggi derajat kolektivitasnya. Artinya, jika negara A dan negara B masing-masing memaknai satu sama lain sebagai ‘teman’ atau ‘sahabat’, maka semakin positif hubungan keduanya dalam menjalin suatu kerjasama. Kolektivitas itu pada gilirannya akan berimplikasi pada kesamaan kepentingan sehingga berpeluang besar untuk melakukan kolaborasi dalam pelbagai isu. 

Kultur hubungan Indonesia-AS

Untuk melihat aplikasi konstruktivis dalam menjelaskan sikap negara terhadap negara lain, pertama-tama kita harus melihat kultur hubungan antar negara itu. Kultur hubungan antar negara menyediakan konteks sosial yang akan menentukan pilihan tindakan apa yang akan diambil suatu negara. Dalam konteks sikap Indonesia yang tidak menentang kehadiran pasukan marinir AS di Darwin, harus melihat kultur hubungan antara Indonesia dan AS terlebih dahulu. Bagaimana kedua negara memaknai hubungan mereka akan menentukan politik luar negerinya. Intersubyektivitas yang membentuk kultur hubungan Indonesia-AS adalah ‘persahabatan’. Hal ini karena masing-masing negara melihat satu sama lain sebagai ‘sahabat’ yang diikat oleh kesamaan prinsip dan nilai. Menurut peneliti The Indonesian Institute, Aly Yusuf, Indonesia dan AS memiliki landasan kuat dalam melakukan kerjasama untuk kepentingan kedua belah pihak yang berlandaskan pada adanya nilai-nilai dasar yang dihormati bersama (shared values), yaitu demokrasi, good governance, penghormatan hak asasi manusia, dan masyarakat yang plural dan toleran (Yusuf 2010). Kesamaan nilai tersebut merupakan ‘lem perekat’ identitas kolektif Indonesia-AS karena kolektivitas negara-negara ditentukan oleh tingkat homogenitas di antara mereka.

Hubungan Indonesia-AS dalam sejarahnya memang mengalami pasang naik dan turun. Meminjam terminologi Daniel Novotny (2010, 117), hubungan kedua negara diliputi oleh ‘cinta’ dan ‘benci’; serba membingungkan dan paradoks. Ambivalensi persepsi Indonesia terhadap AS tersebut mengandung pengertian bahwa AS bisa menjadi musuh dan teman pada saat yang sama. Titik terendah hubungan kedua negara terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin ketika Sukarno berkuasa mutlak antara akhir dekade 1950-an hingga medio 1960-an. Sedangkan titik tertinggi boleh jadi adalah pada saat ini, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkuasa selama dua periode, meskipun pada masa Orde Baru Indonesia juga menjalin hubungan yang ‘hangat’ dengan AS. 

Pada masa pemerintahan SBY, kedua negara semakin memperlihatkan pola hubungan yang relatif harmonis sekalipun masih ada ketidaksepakatan dalam beberapa hal. Namun hal itu tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap kedekatan yang sudah mereka jalin. Sebagai negara yang sama-sama menganut demokrasi dan terdiri dari masyarakat yang sangat majemuk, Indonesia dan AS memiliki kesamaan kepentingan yang sangat penting untuk membina hubungan bilateral yang kuat. Menurut mantan duta besar Indonesia untuk AS, Sudjadnan Parnohadiningrat, ada lima faktor kedekatan kedua Negara, yaitu: sama-sama sebagai negara demokrasi, sama-sama punya kepentingan untuk meningkatkan hubungan ekonomi dan perdagangan, sama-sama punya kepentingan untuk memerangi terorisme, sama-sama punya kepentingan untuk menjaga stabilitas keamanan dan perdamaian internasional, dan kepemimpinan yang punya komitmen untuk mendekatkan hubungan antar kedua negara (Kedutaan Besar RI 2008). Beberapa faktor homogenitas tersebut menjadikan hubungan bilateral kedua negara relatif bersahabat dan jarang terjadi konflik yang mengganggu.

Dalam dua periode kepemimpinan SBY, tak ada momen paling bersejarah mengenai hubungan bilateral kedua Negara, selain pada saat kunjungan Barack Obama pada tahun 2010. Tahun itu merupakan, meminjam istilah SBY, ‘milestone’ yang menentukan kultur hubungan ke arah yang semakin positif. Dalam kunjungan bersejarah itu, Obama berpidato di kampus Universitas Indonesia dan mendapatkan sambutan positif yang luar biasa oleh nyaris semua kalangan mulai dari elit politik, pengamat, sampai masyarakat awam sekalipun. Dalam pidatonya yang menuai banyak tepuk tangan itu, Obama mengatakan betapa mesranya hubungan Indonesia-AS.

“Amerika Serikat dan Indonesia diikat oleh kesamaan kepentingan dan kesamaan nilai. Tetapi saya sungguh yakin bahwa sejarah Amerika dan Indonesia memberikan harapan untuk itu. Coba kita lihat semboyan tertulis nasional kita. Di Amerika Serikat, semboyan kami adalah E pluribus unum (beraneka ragam, tetapi satu). Bhinneka Tunggal Ika (berbeda-beda tetapi satu). Kita adalah dua negara, yang melalui jalan yang berbeda. Namun negara kita sama-sama menunjukkan bahwa ratusan juta orang yang memiliki keyakinan berbeda-beda mampu diikat dalam satu bendera. Dan kita sekarang sedang membangun kedekatan antar manusia, melalui anak-anak muda yang belajar, melalui pengusaha yang menciptakan kemakmuran, dan melalui nilai demokrasi dan kemanusiaan yang kita anut bersama” (Gedung Putih 2010).  
Terlepas dari sebuah retorika diplomatik, peryataan Obama di atas mencerminkan kedekatan antara Indonesia dan AS. Salah satu ciri kultur hubungan persahabatan adalah homogenitas baik yang bersifat kultural, ideologi, maupun kepentingan. Dalam konteks hubungan Indonesia-AS, homogenitas ideologi dan kepentingan menempati posisi yang sangat penting. Identifikasi positif AS terhadap Indonesia bukan bersifat satu arah. Pemerintah Indonesia juga memiliki identifikasi positif yang sama terhadap AS. Ketika Menteri Luar Negeri AS, Hillary Clinton, bertemu dengan Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa, mereka membicarakan tentang kerjasama komprehensif antarkedua negara. Menlu Natalegawa pada saat menjawab pertanyaan wartawan menyatakan bahwa hubungan Indonesia-AS merupakan hubungan yang komprehensif. Jika diambil contoh satu isu saja, maka semua akan terkesan dengan kedekatan hubungan Indonesia-AS. Kapan saja keduanya membicarakan isu tertentu, sebagai sesama negara demokrasi, sebagai negara yang sama-sama menikmati hubungan bilateral yang sangat komprehensif, stabil, dan kokoh, maka kedua negara akan membicarakannya secara apa adanya, terbuka, dan jujur, tentu dengan tujuan untuk memecahkan masalah (Departemen Luar Negeri AS 2012). 

Kedekatan hubungan bilateral Indonesia-AS salah satunya direalisasikan dengan Kemitraan Komprehensif (Comprehensive Partnership) yang belum pernah terjadi sebelumnya. SBY mengatakan ketika menjamu Obama di Istana kepresidenan bahwa Kemitraan Komprehensif itu akan mencakup semua bentuk kerjasama bilateral yang dapat ditingkatkan di kemudian hari (The Jakarta Post 2010). Gedung Putih (2010) merilis pernyataan bahwa kemitraan itu dibangun di atas pondasi kesamaan nilai, yakni: kebebasan, pluralisme, toleransi, demokrasi, dan hak asasi manusia. Bidang kerjasama yang disepakati adalah perdagangan dan investasi, pendidikan, energi, perubahan iklim dan lingkungan, keamanan dan demokrasi, serta masyarakat sipil. Sebelum kedatangan Obama ke Indonesia pada 2010, SBY memuji Obama dengan mengatakan bahwa, “Presiden Obama adalah sahabat Indonesia dan dia mengenal Indonesia dengan baik dan dia mendapat kehormatan yang luas di Indonesia” (Kemendagri 2009). Walaupun pujian itu barangkali akan ditafsirkan sebagai sesuatu yang bersifat personal, akan tetapi SBY kelihatannya tak bisa menyembunyikan kekagumannya pada Amerika dan hal itu mencerminkan persepsi positif pemerintah Indonesia.

Di pihak AS, Obama berkali-kali menunjukkan bahwa Indonesia dan AS adalah sahabat. Ia mengatakan bahwa Indonesia dan AS ibarat bambu di tepi sungai yang menyatu satu sama lain serta ibarat kehidupan di pedesaan dimana orang-orangnya saling menguatkan dan saling menyelamatkan satu sama lain (The Jakarta Post 2010). Jurnalis The Jakarta Post, Endy Bayuni berpendapat bahwa kedekatan hubungan kedua negara sebetulnya sudah terjalin sebelum Obama menjadi presiden AS. Alasan mengapa hubungan kedua negara begitu dekat adalah karena Indonesia-AS punya kepentingan yang sama selain karena kedua negara telah menjalin hubungan yang semakin mudah (Bayuni 2010). Sedangkan analis lain berpendapat bahwa Indonesia berpotensi menjadi sekutu AS karena perannya yang semakin meningkat di kawasan (Bush 2010). Terlepas dari beragam pendapat itu, yang jelas hubungan bilateral Indonesia-AS terjalin semakin erat ketika Obama menjadi presiden AS dibandingkan presiden-presiden AS yang lain. Secara keseluruhan, menurut persepsi elit pemerintah Indonesia, Indonesia pada masa pemerintahan SBY dan AS pada masa pemerintahan Obama memperlihatkan arah kebijakan yang sejalan (Novotny 2010, 160).
Struktur intersubyektivitas ‘persahabatan’ antara Indonesia dan AS di atas membentuk kepentingan Indonesia untuk mendukung kebijakan luar negeri AS. Dukungan Indonesia kepada AS memang bersifat diplomatik. Dalam konteks kebijakan AS menempatkan pasukan marinir di Darwin, pemerintah melihat itu merupakan bagian dari upaya AS untuk menanggulangi berbagai macam ancaman khususnya ancaman nontradisional seperti bencana alam dan terorisme. Hal itu bagi Indonesia sangat sejalan dengan program kemitraan strategis yang memasukkan isu pemberantasan terorisme sebagai isu keamanan yang menjadi komitmen Indonesia. Kepentingan Indonesia untuk menjaga hubungan dekat dengan AS salah satunya dengan tidak memprotes kehadiran pangkalan marinir di Darwin, yang selaras dengan persepsi Indonesia terhadap AS. Jadi meskipun secara material keberadaan pangkalan marinir itu mungkin saja ke depan berdampak negatif terhadap kepentingan nasional Indonesia, pemerintahan SBY memaknainya secara berbeda. Singkat kata, identitas kolektif antara Indonesia dan AS menciptakan logika persahabatan (Kantian) yang berkebalikan dengan logika permusuhan a la Hobbesian. 

Kesimpulan

Keberadaan pangkalan marinir AS di Darwin ditanggapi secara berbeda; pemerintah tidak mempersepsinya sebagai ancaman, sedangkan kalangan nonpemerintah mempersepsi sebaliknya. Tulisan ini telah menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan perbedaan persepsi itu terletak pada konsepsi pemerintah dalam memandang AS sebagai sebuah negara. Struktur intersubyektivitas ‘persahabatan’ antara Indonesia dan AS dibangun melalui proses interaksi dan pewacanaan diplomatik antar kedua negara secara timbal-balik. Melalui proses-proses sosial itulah terbangun identitas kolektif yang mempengaruhi bagaimana masing-masing mempersepsi tindakan mereka. 

Sebagai ‘sahabat’ AS, Indonesia memaknai keberadaan pangkalan marinir AS di Darwin bukan sebagai ancaman, melainkan justru menguntungkan. Karena Indonesia-AS mempersepsikan satu sama lain sebagai ‘sahabat’, maka keduanya mempunyai kepentingan yang sama, termasuk dalam konteks keamanan internasional. Alhasil, bagi Indonesia keberadaan pangkalan marinir AS di Darwin itu merupakan bagian dari kesamaan persepsi dan kepentingan antara Indonesia dan AS dalam isu keamanan. Hal ini menggarisbawahi poin penting konstruktivis bahwa realitas obyektif tidak serta-merta mendorong tindakan negara. Berdasarkan premis konstruktivis, logika ancaman tidak terletak pada kenyataan di lapangan tetapi pada persepsi aktor yang bersangkutan.

Tulisan ini hanya memfokuskan pada aspek intersubyektivitas Indonesia-AS yang melandasi kolektivitas kedua negara. Faktor-faktor pembentuk identitas kolektif kedua negara tidak mendapatkan tempat dalam tulisan ini. Penelitian lebih lanjut hendaknya menelaah faktor-faktor pembentuk identitas kolektif atau dalam istilah Alexander Wendt (1999, 343) disebut sebagai ‘master variables’ Indonesia-AS secara lebih komprehensif. Variabel pembentuk identitas kolektif meliputi faktor struktural, faktor sistemik, dan faktor strategis. Analisis mengenai ‘collective identity formation’ penting guna memahami mengapa negara-negara cenderung punya kebijakan luar negeri yang sejalan. 
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